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PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER) 

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk 
memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam 
keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau 
informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi 
dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum 
baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan. 
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I. DETAIL PERATURAN 
 

Nama Keterangan 
Bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor 6/PJ 
Tahun  2025 
Judul PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA 
TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN 
PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL 
PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH 

Tempat Penetapan Jakarta 
Tanggal Penetapan 21 Mei 2025 
Tanggal Pengundangan - 
Tanggal Berlaku Efektif 21 Mei 2025 

II. PEMBAHASAN 
 
PENETAPAN PKP BERISIKO RENDAH  
Penetapan dapat dilakukan secara jabatan, melalui permohonan, atau Skema KIK. Keputusan 
penetapan diterbitkan maksimal 15 hari kerja dalam bentuk Surat keputusan penetapan PKP Berisiko 
Rendah, atau Surat penolakan jika ada proses hukum atau tidak menjalankan skema investasi yang 
sesuai.  
 
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
Dapat diajukan oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha 
Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu. 
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SPECIAL PURPOSE COMPANY/KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH  
Dapat mengajukan pengembalian PPN atas real estat. DJP akan melakukan penelitian dengan 
persyaratan tertentu dan hasilnya dituangkan dalam laporan penelitian yang menjadi dasar 
keputusan pengembalian atau penolakan. 
 
PERMOHONAN KEMBALI  
Kredit pajak yang ditolak dapat diajukan kembali selama belum dilakukan pemeriksaan atau 
pemeriksaan bukti permulaan belum dimulai dan belum lewat 3 tahun dari akhir Masa/Bagian/Tahun 
Pajak. 
 
KEGIATAN TERTENTU  
Pengembalian pendahuluan bisa diajukan tanpa harus menunggu akhir tahun buku, jika ada kegiatan 
tertentu, sebagai berikut:  
(1) Ekspor Barang Kena Pajak  Berwujud;  
(2) Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN;  
(3) Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang PPN nya tidak dipungut;  
(4) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau  
(5) Ekspor Jasa Kena Pajak. 
 
PEMBETULAN SPT  
WP bisa ajukan pengembalian berdasarkan SPT pembetulan jika menyebabkan lebih bayar. 
Keputusan diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima lengkap. 
Jika pembetulan menyebabkan kurang bayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga. 
Pengembalian hanya diberikan jika jumlah lebih bayar ≤ batas jumlah lebih bayar bagi WP Persyaratan 
Tertentu. 
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PENOLAKAN PERMOHONAN  
Permohonan ditolak jika tidak termasuk sebagai WP Persyaratan Tertentu yaitu PKP yang belum 
melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dengan jumlah lebih 
bayar lebih kecil dari jumlah batas lebih bayar bagi WP Persyaratan Tertentu. 
 
SPC/KIK yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan mendapat Surat keputusan pengembalian 
pendahuluan dan ditindaklanjuti dengan Pasal 17B UU KUP. 
 
 

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan 
menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini. 

 Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu 
memerlukan informasi lebih lanjut. 

 
 

*** 


